
 

 

 
BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :  08  TAHUN 2015 

TENTANG 

 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati 

dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018, diperlukan biaya 

yang cukup besar dan bila dianggarkan dalam satu tahun 

anggaran akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ;  

b. Bahwa Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan dengan 

melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu 

membebani keuangan Daerah pada tahun anggaran 

berkenaan yang dapat mempengaruhi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat ;  

c. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah  

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana 

Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak 

dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang 

pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang 

Pembentukan Dana Cadangan. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ;  
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004             

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5234) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015              

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4494) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 5165) ; 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;    
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2009 ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09            

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

dan 

BUPATI  PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 

4. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 

yang memerlukan dana relatif cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran. 

7. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

8. Rekening Dana Cadangan, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar, 

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

9. Tahun Anggaran, adalah tahun pelaksanaan APBD yang meliputi                   

masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31          

Desember. 

10. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan 

Pasal 2 

(1) Dana cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Probolinggo Tahun 2018.  

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan 

sejak dimulainya tahapan pemilihan.  

 
 

 

 

 



6 

 

 

Bagian Kedua  

Program Kegiatan Dana Cadangan 

Pasal 3 

Program atau kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan meliputi belanja 

operasional, belanja barang atau jasa dan belanja modal.  

 

Bagian Ketiga 

Sumber Dana Cadangan 

Pasal 4 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah diluar aloksi Dana Alokasi 

Khusus, pinjaman daerah dan/atau penerimaan lain yang penggunaannya 

telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu.  

(2) Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,-                    

(empat puluh miliar rupiah), dianggarkan dalam APBD selama 2 (dua) tahun 

anggaran sebagai berikut : 

a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.000.000.000,-                                

(dua puluh lima milyard rupiah) ; 

b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,-                                

(lima belas milyard rupiah). 

 

BAB III 

PENEMPATAN DANA 

Pasal 5 

(1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri. 

(2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito 

yang disimpan pada Bank Pemerintah. 

(3) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

(1) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  

laporan pertanggungjawaban APBD.  
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Disalin sesuai dengan aslinya : 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Tata Praja 
u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 

(2) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Probolinggo Tahun 2018 dianggarkan pada APBD Tahun berkenaan.  

(3) Apabila terdapat kelebihan ataupun dana yang tidak dipergunakan terkait 

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau 

terjadinya peraturan perundang-undangan atau perubahan sistem Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, maka Dana Cadangan dipindahkan 

dalam rekening Kas Umum Daerah.  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

Ditetapkan di               Probolinggo 

   Pada tanggal  4 Nopember 2015 

BUPATI  PROBOLINGGO 

ttd 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 

tanggal 21 Desember  2015 Nomor 04 Seri E. 

SEKRETARIS DAERAH 

 

ttd 

H. M. NAWI, SH. M. Hum. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19590527 198503 1 019 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 378-8/2015 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :   08  TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

I. PENJELASAN UMUM 

  Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Probolinggo Tahun 2018 membutuhkan dukungan dana yang cukup besar yang 

tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran 

berjalan mengingat terbatasnya sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada 

disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya dan mengingat 

besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut di atas maka 

Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan 

untuk kegiatan tersebut dalam beberapa tahun anggaran ke depan hal ini sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

 Pasal 1 : Cukup jelas.  

 Pasal 2 : Cukup jelas.  

 Pasal 3 : Cukup jelas.  

 Pasal 4 : Cukup jelas.  

 Pasal 5 : Cukup jelas.  

 Pasal 6 : Cukup jelas.  

 Pasal 7 : Cukup jelas.  

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 


